SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 244 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame
sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur
Nomor 37 Tahun 2000;

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Keputusan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Reklame;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame melaporkan
hasil penertiban/pembongkaran kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (iiga
puluh) hari sejak penertiban reklame.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Terhadap IPR dan pajak reklame vang telah diterbitkan sebelum
berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinvatakan masih tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya masa IPR atau masa pajak
reklame.

Terhadap permohonan TLB-BR, IMB-BR dan IPR yang telah

dimohonkan kepada BPTSP dan PTSP sebelum berlakunyva
Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan
lama.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

£l

Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 1980 tentang
Penetapan Kembali Pengenaan Uang Jaminan Untuk Biava
Pembongkaran Reklame pada Setiap Pemasangan Izin
Pemasangan Reklame di Dalam Wilavah Propinsi DKI Jakarta:

Keputusan Gubernur Nomor 702 Tahun 1992 ientang
Ketentuan Pemasangan Reklame dan Sejenisnya pada
Lingkungan Jalan Protokol Tertentu di Wilayah Propinsi DKI
Jakarta;

Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 1994 tentang
Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Medan
Merdeka (Monumen Nasional) dan sckitarnya;

Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubernur Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pola

Penyebaran Peletakan Reklame di Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2000 tentang
Penetapan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota
Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



g Keputusan Gubernur Nomor 135 Tahun 2000 tentang Pusat
Layanan Informasi Penyelenggaraan Reklame;

h. Keputusan Gubernur Nomor 46 Tahun 2001 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Reklame di Luar Sarana dan
Prasarana Kota Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

i. Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame i
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

j. Keputusan Gubernur Nomor 55 Tahun 2002 tentang
Penambahan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana
Kota Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

k. Keputusan Gubernur Nomor 1659 Tahun 2003 tentang
Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Bunderan
Hotel Indonesia (Tugu Selamat Datang). Wilayah Jakarta Pusat
dan Kawasan Cawang Interchange Wilayah Jakarta Timur;

l. Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Penambahan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana
Kota Pemerintah Provinsi Dacrah Khusus (bukota Jakaria:

m. Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2005 tentang
Penambahan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana
Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

n. Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 2005 tentang
Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Patung
Pemuda Bundaran Senayan Kotamadya Jakarta Pusat dan
Kotamadya Jakarta Selatan;

0. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2006 itcntang
Penvelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

p. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penataan
Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Patung Tani Kotamadya
Jakarta Pusat;

q. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2007 tentang
Penambahan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana
Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria:

r. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2008 tentang Penataan
Penyelenggaraan Reklame di Atas Kali Ciliwung Sepanjang
Jalan Gajah Mada/Jalan Havam Wuruh dan Jalan Ir. H. Juandéa/
Jalan Veteran; dan

s. Keputusan Gubernur Nomor 1981/2012 tentang Pembentukan
Tim Penecrtiban Terpadu Penvelenggaraan Reklame:

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 71
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
[IBUKOTA JAKARTA
ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 63032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PRO\(I‘NS‘I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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